PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

bahwa ketentuan mengenai retribusi pelayanan
kesehatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;

bahwa  untuk  meningkatkan mutu  pelayanan
kesehatan, memaksimalkan potensi sumber daya
kesehatan serta adanya pengembangan layanan
kesehatan, baik secara kelembagaan maupun jenis
pelayanan baru maka pada fasilitas pelayanan
kesehatan milik Pemerintah Daerah yang telah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerabh;

c. bahwa ...



Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal
1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu
khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus dikecualikan
dari ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun
2010, sehingga Peraturan Daerah termaksud perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang ...



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan ...



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran

Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Menetapkan:

dan
WALIKOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 03),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ...



Pasal 2

(1) Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan kesehatan di
Daerah, Pemerintah Daerah berwenang
menyelenggarakan retribusi daerah.

(2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut
retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah

Daerah.

. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya

modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk

menutup sebagian biaya.

. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis
pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi

pelayanan kesehatan.

5. Di antara ...



5. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 2 (dua) bab,
yakni BAB XVA dan BAB XVB serta 2 (dua) Pasal yakni Pasal
19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

Pasal 19A
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak

atau kurang bayar.

BAB XVB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19B

(1) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Daerah ini terkait dengan retribusi pelayanan
kesehatan, dikecualikan bagi fasilitas pelayanan
kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

(2) Tarif layanan bagi fasilitas kesehatan yang menerapkan
PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan
disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

(3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

(4) Pada saat Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum ditetapkan maka besaran tarif
layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
yang sudah menerapkan PPK-BLUD tetap mengacu
pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun

2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal Il ...



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.
YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA'BAGIAN HU DAN HAM,

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19690111 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: 27/2015



